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I.
Kenaikan Upah: Kebutuhan Hidup Layak, kenaikan Harga BBM dan 
Ancaman Deindustrialisasi.

Seperti biasa lanskap akhir tahun selalu disemarakan dengan aksi-aksi buruh untuk penyesuai kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP). Kenaikan upah buruh selalu berkorelasi positif terhadap kebutuhan hidup mereka. Ada dua parameter yang dijadikan acuan yaitu KHL (Kebutuhan Hidup Layak) memiliki 46 item dan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dengan 43 item. Peran pemerintah khususnya PEMDA sangat urgen sebagai pengambil kebijakan UMP setiap tahunnya. 

Menakertrans Fahmi Idris berpendapat “kalangan pekerja atau buruh untuk dapat memahami kondisi perusahaan sebelum melakukan aksi mogok kerja dan mengajukan tuntutan lain demi menjaga kelangsungan perusahaan dan menghindari pemindahan investasi ke negara lain.” Menurut Fahmi, terdapat tiga syarat yang memungkinkan upah minimum provinsi (UMP) yang semula mengacu pada kebutuhan hidup minimum (KHM) bisa diubah menjadi mengacu pada KHL. Ketiga syarat tersebut adalah jika produktivitas buruh meningkat di perusahaan tersebut, perusahaan mengalami kemajuan, dan ekonomi di daerah tersebut semakin membaik (Kompas 15/11/2005).

Dalam hubungan industrial Tripartit maupun Bepartit buruh selalu memiliki posisi tawar lemah. Di masa Orde Baru buruh selalu adalah korban developmentalisme ini dipertegas dalam Trilogi Pembangunan yang salah syaratnya upah buruh murah.


Banyak statement bermunculan sebagai reaksi terhadap Fahmi Idris, diantaranya: Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jacob Nuwa Wea, mengatakan dalam kondisi buruh yang semakin memprihatinkan saat ini sudah saatnya perusahaan memprihatinkan kondisi buruh pascakenaikan harga BBM yang berdampak kepada kenaikan biaya hidup lain. Jacob mengimbau agar perusahaan berani menolak semua pungutan liar, uang siluman dan ekonomi biaya tinggi lainnya yang menjadi beban dan berdampak pada pengurangan upah buruh. Pemerintah juga diminta segera memberi kemudahan dan memperlancar biaya masuk, pengurangan cukai, memperlancar ekspor dan impor dan fasilitas administrasi lainnya. "Jangan lagi pakai idiom ’semua urusan pakai uang tunai’ dan ’jika bisa dipersulit mengapa dipermudah’. Idiom dan praktik seperti itu sudah harus ditinggalkan," papar Jacob (Kompas, 16/11/2005).

Seolah lupa kacang pada kulitnya, Yacob Nuwa Wea sewaktu menjabat Menakertrans membuat 2 kebijakan penting Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) No.13 tahun 2003 dan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) No.2 tahun 2004 yang menetapkan sistem kerja kontak (Labour Market Flexibility), Outsourching dan melemahkan peran serikat dalam penyelesaian konflik perburuhan. Belum lagi catatan Aliansi Tolak PHK yang menduduki kantor Depnakertrans selama 2 bulan untuk minta advokasi penghentian PHK missal dan pengusaha asing yang minggat di akhir masa jabatannya.


Masih berkaitan dengan UMP, SPN (Serikat Pekerja Nasional) Jawa Barat, mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran (72.000 massa) menjelang penetapan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) pada tanggal 20 November 2005 mendatang. Ancaman aksi unjuk rasa besar-besaran itu juga sebagai dampak  dari ketidakpuasan atas penetapan UMP (Upah Minimum Propinsi) tahun 2006 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2005 lalu melalui SK-Gubernur No. 561/Kep-1084-Bangsos/2005 yang besarannya hanya Rp447.654.  "Perjuangan SPN yang menuntut adanya peningkatan upah sebesar 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan 30 persen sebagai dampak kenaikan harga BBM, tidak akan berhenti begitu saja pasca ditetapkannya UMP," kata Wakil Ketua DPW SPN, Waras Warsito (Kompas 14/11/2005).
     
Diluar isu besar kenaikan UMP juga terselip isu Amandemen Undang Undang Ketenagakerjaan.   Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Dita Indah Sari menyatakan serikat buruh akan menolak jika pasal-pasal yang melindungi hak-hak pekerja akan diamandemen. "Contohnya mengubah uang pesangon,"katanya.
Menurut Dita, alasan amandemen untuk menarik investasi yang diajukan pemerintah juga tidak masuk akal. Dengan alasan itu, buruh dijadikan kambing hitam tidak masuknya investasi ke Indonesia. Padahal, kebijakan ekonomi dari pemerintahlah yang salah sehingga menyebabkan seretnya investasi ke Indonesia. "Karena itu seharusnya pengusaha dan buruh bersatu menuntut pemerintah mengubah kebijakan ekonominya,"ujarnya. Salah satu yang harus dilakukan pemerintah, menurut Dita melindungi pengusaha dalam negeri. Misalnya, dengan mengubah kebijakan pemerintah mengenai bea masuk untuk produk-produk dari Cina. Mengenai produktivitas buruh yang rendah di Indonesia, menurut Dita, bukan menjadi alasan bagi pengusaha untuk mengurangi hak-hak buruh. Produktivitas buruh yang rendah disebabkan fasilitas pendidikan yang disediakan negara tidak memadai. "Rendahnya produktivitas juga diakibatkan mesin-mesin yang sudah tua. Khususnya untuk pabrik gula dan tekstil,"katanya (Korantempo, 15/11/2005).
II.
Respon Kenaikan BBM: Dari Aksi Piket sampai Posko Bagi Sembako

Kenaikan harga BBM terus menuai kritikan dari berbagai kalangan. Uplink (Urban Pour Link) melanjutkan aksi piket Jilid-II. Aksi Piket Jilid-I selama 7 hari di depan istana ring satu pengamanan (3-9/11/2005) berujung dengan penangkapan oleh pihak Polres Jakpus disetiap kali aksinya. Karena tak direspon oleh pemerintahan SBY-JK Uplink dalam siaran persnya kembali menggelar aksi piket Jilid-II mulai tanggal 14-20 Nopember 2005 di 14 kota. Budi Fahlevi kontak person UPC menandaskan, “aksi piket ini menuntut ponolakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BBM murah untuk rakyat miskin. Alternatif dari BLT adalah legalisasi tanah dan pemukiman miskin kota, pendidikan dan kesehatan murah berkualitas.”


Sementara itu ’98 center dan gerakan perempuan masih terus bertahan dengan posko “SRI” (Selamatkan Rakyat Indonesia) yang melakukan beberapa program diskusi tentang perubahan yang sistemik dengan melibatkan elemen partai politik, ormas, LSM dan pers sebagai bagian yang aktif dalam perubahan ke depan. Dalam Siaran Pers hariannya SRI yang ber-posko di kantor PDI (lama) jalan Diponegoro  juga melakukan program karitatif dengan membagikan sembako seperti mie instant dan beras gratis ke rakyat miskin di Jakarta.       
III.
SSR: Hubungan Kerjasama Militer
Security Sector Reform masih di penuhi dengan pemberitaan Mainstream War Againt of Terorism. Berita terbunuhnya Dr. Azhari adalah pokok pembahasan setiap media. Televisi menjadi ujung tombak dalam propaganda perang terhadap kelompok teroris dengan beragam bentuk pemberitaan mulai liputan khusus seperti AN Teve (tentang peristiwa penyergapan di Batu Malang) dan lain sebagainya.
Di sisi lain hal yang tak kalah menariknya adalah kembali dibukanya files kerjasama militer Indonesia dengan beberapa Negara. Setelah sekian lama mengalami embargo dari berbagai Negara khususnya TNI AD (Angkatan Darat). Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat seperti Timor Timur pasca jajak pendapat, Operasi Militer Aceh dalam beberapa periode, Operasi Militer dan Intelijen di Papua dan beberapa peristiwa lain. TNI (baca: AD) telah di black list khususnya oleh Amerika Serikat dalam hubungan jual-beli persenjataan. Keroposnya peralatan perang dan teknologi militer Indonesia tergambar jelas saat Ketegangan Blok Ambalat dengan tentara Diraja Malaysia. 

Berawal dari kunjungan Presiden SBY ke sidang KTT APEC di Korea Selatan beberapa kemungkinan telah kembali ditinjau ulang. Berita mengejutkan adalah Pemerintah AS membuka kesempatan bagi Indonesia untuk membeli peralatan militer termasuk kategori lethal (mematikan). Pencabutan embargo itu termuat dalam UU Apropriasi HR 3057 yang diteken Presiden AS George W. Bush pada 14 November 2005 (Detikcom 19/11/2005). Pertemuan Presiden SBY-Goerge W Bush telah menjadi moment bagi hubungan militer Indonesia-Amerika Serikat.  Menurut Menlu Hasan Wirajudha, pemerintah Amerika Serikat ada kemungkinan mengabaikan (waiver) keputusan Kongres negaranya jika rencana normalisasi ini ditentang. Namun, pertemuan kedua pimpinan ini, lanjutnya, tidak akan berujung penandatanganan suatu kesepakatan (detikcom. 19/11/2005).
Mentri Luar Negeri Hassan Wirajudha menjelaskan pihak AS juga menawarkan fasilitas pembayaran secara kredit. Atas tawaran itu, dia menyampaikan apresiasi kepada AS karena hal ini dapat membuka peluang lebih besar bagi peningkatan kerja sama hubungan militer AS dan Indonesia di kemudian hari. Sementara di bidang teknis administrasi kerja sama militer, AS telah membuka bantuan kerja sama di bidang pendidikan militer bagi perwira TNI dan Polri. Mereka akan dilatih fasilitas pendidikan di Negeri Paman Sam (Kompas Cyber Media 19/11/2005). 

Offensif Action yang dilakukan Presiden SBY dalam memcairkan hubungan militer tidak hanya pada Amerika Serikat yang terkenal dengan Industrial Military Complex. Presiden SBY juga menjajaki kerjasama militer dengan Negara-negara Asia seperti India dan China dan Eropa dengan Rusia serta Portugal. 

Seperti yang ditandaskan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, presiden juga akan menjajaki kerja sama militer dengan India. Sebab, India dan Cina, merupakan dua negara maju di Asia dalam pengembangan senjata dan ekonomi. Di India, lanjut dia, presiden akan berkunjung ke Bangalore, tempat pengembangan industri piranti lunak India yang terkenal  (Detikcom 17/11/2005).
Berkaitan dengan rencana hubungan kerjasama militer RI dengan berbagai Negara khususnya dalam kasus pembelian rudal Yakhont menuai kritik anggota Komisi I DPR RI, Djoko Susilo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Anwar untuk tidak mencairkan dana pembelian dan pengadaan rudal Yakhont, FCS, serta suku cadang Sukhoi, sebelum Departemen Pertahanan (Dephan) mengambil alih proyek pengadaan itu dari TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU). 
Djoko menilai, pendelegasian pengadaan barang dan jasa oleh Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono kepada AL dan AU, tidak sesuai dengan kesepakatan panitia anggaran Komisi I dengan Dirjen Perencanaan Sistem Pertahanan (Rensishan) (Detikcom 18/11/2005).
Security Sector Reform adalah program demokratisasi yang harus menjadi sorotan civil society dan politycal society di Indonesia. Selama 32 tahun di bawah todongan moncong senapan dan sepatu lars tentara cukup menjadi masa kegelapan dalam demokrasi Indonesia. Doktrin tentra rakyat secara empirik justru bertentangan dengan fakta lapangan yang melakukan represifitas terhadap rakyat bukan melindungi dan bersama rakyat mempertahankan Negara kepulauan Indonesia.  
Tak ada niat yang tak berujung! Begitu pulalah dengan rencana kerjasama militer RI-AS. Alur Mainstream yang menjadi argumentasi pemerintah dan internasional adalah War Againts of Terrorism. Sementara Indonesia berkepentingan dengan mempertahankan keutuhan NKRI yang kadang terlalu klise sebagai tindakan nyata. Pertanyaan yang selalu menyelidik di benak adalah apakah ini bentuk perluasaan Front Melawan Terorisme sehingga harus memutihkan dosa-dosa TNI terhadap pelanggaran HAM di Indonesia? Mungkin pemerintahan Goerge W Bush sangat berterima kasih dengan matinya Dr. Azhari ditangan POLRI. Sehingga harus memberikan kompensasi terhadap keberhasilan tersebut. Ibarat mendayung perahu Presiden SBY tidak hanya melewati satu dua pulau. Setelah berhasil mencairkan hubungan kerjasama militer RI-AS, juga melunaknya sikap AS terhadap ketegangan mengenai Papua yang bermula dari maneuver Kongres AS. 

Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice menandaskan, “keputusan Pemerintah AS mencabut isu Papua dari RUU Apropriasi HR (House of Representative) 2601. Yaitu RUU yang antara lain meminta agar Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) ditinjau kembali dan agar meminta Menlu AS secara berkala memberikan laporan tentang keefektifan otonomi khusus di Papua” (Detikcom 19/11/2005).

Terorisme adalah bentuk perlawanan terhadap struktur dominan yang menyasar ke semua arah dan acap kali mengorbankan masyarakat sipil yang tak berdosa dalam setiap aksi-aksinya. Atas dasar itulah terorisme merupakan ancaman bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Namun bagaimana dengan militerisme dan militerisasi? Apakah hubungan kerjasama militer RI-AS murni dalam kerangka War Againts of Terrorism atau (maneuver) ekspansi pertahanan Militer AS yang selama ini selalu mengincar Indonesia sebagai rencana perluasan pangkalan militer di Indonesia? 


Posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan
 dan politik
 dunia adalah alasan yang cukup kuat untuk menjelaskan beberapa rencana di atas!  
IV.
Kejahatan HAM Berat: Seminggu Sidang Munir


Persidangan kasus pembunuhan aktifis HAM Munir Minggu ini memasuki sidang intensif mulai tanggal 15-18 Nopember 2005. Pada sidang hari pertama Selasa, 15/11 diwarnai oleh kekecewaan karena rencana akan menghadirkan 6 saksi oleh jaksa penuntut tidak datang. Enam saksi tersebut adalah Ibu Pollycarpus, Hian Tan. Kemudian Nurhadi Jazuli, A Muchdi PR, dan Mehaboob Husain. Ketiganya merupakan saksi ahli. Selanjutnya Afi Riyanto dan Rizal Ali, yang keduanya merupakan ahli penerbangan (Detikcom 15/11/2005).

Hari kedua 16/11 Jaksa penuntut umum (JPU) terus berusaha membuktikan kesalahan terdakwa pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli hukum pidana yang menyimpulkan surat tugas Polly dalam penerbangan Jakarta-Singapura yang membawa Munir adalah palsu. Saksi ahli tersebut, ahli hukum pidana Universitas Indonesia Dr. Chairul Huda, menyatakan surat tugas nomor IS/1177/04 yang diberikan kepada Polly untuk tugas nonaktif sebagai crew dalam penerbangan Jakarta-Singapura adalah palsu karena dibuat tidak sesuai prosedur.

Lalu dijelaskannya, sesuai pasal 263 ayat 1 KUHP, surat palsu itu ada dua. Pertama, dibuat secara palsu, dan kedua dibuat tidak sesuai prosedur. Penjelasan ini untuk menjawab pertanyaaan JPU Supriadi tentang surat tertanggal 4 September tapi dibuat baru pada 15 September. "Dalam hal tersebut ada prosedur yang tidak benar karena dibuat tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sah tidaknya suatu surat berpulang kepada yang memiliki kewenangan. Dan bila praktek tersebut telah berlangsung bertahun-tahun, maka hal ini bisa menjadi hal yang wajar," ujarnya (Detikcom 16/11/2005).

Di hari ketiga 17/11 persidangan terjadi insiden pemukulan oleh sejumlah pemuda terhadap tiga orang aktivis Kontras, yakni Krisbiantoro (Staf Advokasi Kontras), Daud (Staf Dokumentasi Kontras), dan mahasiswa yang mendampingi keluarga korban Paulus.  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan ketidakhadiran saksi Nurhadi Djazuli, mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam sidang kasus Munir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/1). "Seharusnya Nurhadi bisa dihadirkan. Karena, Ia adalah saksi sangat penting untuk menjelaskan kebenaran adanya hubungan antara Pollycarpus dengan BIN," kata Koordinator Kontras, Usman Hamid. Saat aktivis HAM Munir tewas terbunuh, Nurhadi adalah sekretaris utama BIN. Saat ini dia menjadi duta besar RI untuk Nigeria (TEMPO Interaktif  17/11/2005).

Hari ke-empat 18/11 sidang Pollycarpus membantah semua kesaksian saksi sebelumnya. Kesaksian penting yang dibantah Pollycarpus adalah kesaksian Suciwati istri Munir. Pollycarpus mengatakan tidak pernah bertemu Munir sebelum penerbangan GA-974. Ia juga membantah menelpon Munir dan mengaku tidak kenal dengan personil BIN. Pernyataan ini berbeda dengan temuan TPF (Tempo Interaktif 18/11/2005).

Catatan penting dari pengunkapan kasus kematian Munir adalah persidangan tak akan mampu menyentuh aktor intelektual di balik pembunuhan. "Semestinya kepolisian bisa melengkapi persidangan dengan pengajuan alat bukti baru, yang mengarah pada tersangka yang lebih berperan dalam pembunuhan Munir," kata Usman Hamid mantan TPF kasus Munir (Tempo Interaktif 19/11/2005). Kedua adalah temuan TPF Munir yang tak banyak dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Hasil TPF Munir mengatakan adanya keterlibatan aparat intelejen. Diakhir masa kerjanya, TPF Munir menyimpulkan bahwa pembunuhan terhadap Munir dilakukan oleh suatu pemufakatan jahat. Pembunuhan itu melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan PT Garuda Indonesia dan Badan Intelejen Negara (BIN). Mantan ketua BIN Hendro Pryono yang pernah dikaitkan dengan kasus kematian Munir juga tidak jelas ujung pangkalnya sampai sekarang. Jika merujuk pada film “Garuda Deadly Upgrade” kasus pembunuhan orang-orang yang vocal membongkar borok oligarkhi penjahat di Indonesia telah mengorbankan Munir, Baharuddin Lopa dan Muhamad Yamin. Presiden SBY berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Munir secara tuntas, tapi faktanya tak ubah sebagai komoditi politi ditangan kekuasaan.  
V. Beras Impor: Pak Tani Nandur Angin
Chairn Groups adalah organisasi sayap WTO yang bergerak khusus di bidang pertanian. Liberalisasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia mulai dari presiden Habibie tidak pernah berpijak pada kenyataan kongkrit masyarakat Indonesia. Salah satu sektor yang sangat dirugikan adalah pertanian dalam regulasi liberalisasi tarif pajak masuk. Pemangkasan besar-besaran terjadi dalam tarif pajak impor bahan pangan sehingga tidak ada perlindungan terhadap produksi petani dalam negeri. Beberapa tahun lalu dengan mata telanjang kita menyaksikan petani tembakau jatuh tapai dengan alasan tembakau dalam negeri memiliki kadar nikotin tinggi dan tidak laku di pasaran. Dalam minggu ini kebijakan Mentri Perdagangan untuk beras impor sangat memukul kaum tani Indonesia.
Izin impor beras sebanyak 70.050 ton yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu 1 November menuai protes. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) dan lain-lain melalukan unjuk rasa di depan Kantor Departemen Perdagangan. Sedikitnya ada tujuh tuntutan petani dalam aksi tersebut, yakni laksanakan reformasi agraria, tegakkan hak asasi petani, berikan subsidi untuk petani, tolak impor beras, usir WTO dari petani, tegakkan kedaulatan pangan, tangkap dan adili pelaku kekerasan terhadap petani di Awu, Lombok (Detikcom 17/11/2005).
Keberatan atas rencana impor beras karena akan membuat harga beras yang saat ini sudah menguntungkan petani akan menjadi turun. Saat ini harga beras Rp 3 ribu hingga Rp 3300 perkilogram. Idealnya Rp 4 ribu. "Kalau impor harga bisa turun," kata Hendri Saragih dari FSPI. Ia membandingkan, harga beras di negara lain seperti Thailand yang mencapai Rp 4 ribu perkilogram, Korea Rp 16 ribu perkilogram, dan Jepang Rp 40 ribu perkilogram. Kebijakan impor beras ini dilakukan oleh Pemerintah karena mendapat tekanan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Asia Pacifik Economic Comity (APEC). "Pedagang juga ingin mendapat keuntungan dari impor ini, termasuk Bulog," katanya (Koran Tempo 17/11/2005).

 Komisi VI DPR yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan meminta pemerintah mengkaji kembali keputusan untuk membuka izin impor beras dari Vietnam. ”Harus dikaji betul apa dampaknya bagi petani,” kata Didik J. Rachbini, Ketua Komisi VI. Komisi VI akan memanggil Menteri Perdagangan, Senin (21/11) yang akan datang untuk menjelaskan kebijakan ini.”Kalau memang keadaan stok beras kritis, kita setuju kok,”kata dia (Tempointeraktif 17/11/2005).

Indonesia bukanlah Amerika Serikat atau Uni Eropa yang tidak konsisten dengan program yang mereka usung yakni NEOLIBERALISME. Ketika tsunami tekstil China membanjiri pasaran Amerika Serikat-Uni Eropa, kedua Negara tersebut meminta perlindungan ke PBB untuk peninjauan kembali kesepakatan dagang. Sementara Indonesia harus berhadapa dengan Letter of Intens (LOI) dan Strucrutral Adjustment Programmes (SAP’s) dengan ketat dan disiplin. Indonesia sangat patuh dan tunduk terhadap program ini!
(Arsip Analisa Pemberitaan Media  tentang Isu HAM dan Demokrasi bisa diakses di www.vhrmedia.net )

� Baca Willy Aditya dalam Damai Aceh, Damai di Selat Malaka


� Operasi Jakarta 1965 dalam juklak kerja Intelejen US-UK adalah pemutus daerah merah pengaruh sosialisme
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